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PRAKATA

unia jurnalistik setidaknya dapat dilihat dari dua sudut
Dpandang yang esensial. Pertama, bahwa keberadaan

pers memiliki peranan yang teramat penting dalam
tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pun di era
digitalisasi sekarang ini di mana new media tetiba hadir di
tengah kehidupan di hampir seluruh sektor. Alih-alih tergerus
perkembangan teknologi informasi, pers justru menjadi alat
verifikasi bagi informasi yang berseliweran di ruang publik.
Karena ketika setiap orang dapat berperan sebagai penyebar
informasi melalui media sosial, justru kebenaran informasi
dalam durasi yang sangat padat menjadi pertanyaan akan
kesahihannya. Hal ini kemudian semakin menguatkan peran
pers seagai alat dalam memverifikasi kebenaran sebuah informasi
yang beredar. Dengan kata lain, informasi yang beredar baru
akan diyakini oleh publik manakala telah dirilis oleh institusi
pers.

Keberadaan pers dengan peranannya dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara bahkan telah mereduksi teori
pembagian kekuasaan seperti halnya Montesquieu. Para sarjana
ilmu politik kemudian menyatakan bahwa kekuasaan dalam
negara tidak hanya harus dipisahkan dalam tiga kekuasaan, yaitu
kekuasaan legislatif (la puissance legislative) yang membentuk
undang-undang; kekuasaan eksekutif (la puissance executive)
yang melaksanakan undang-undang; dan kekuasaan yudikatif (la
puissance de juger) yang menjalankan kekuasaan kehakiman.
Tetapi juga ditambahi satu kekuatan lain yaitu pers yang
kemudian dikenal dengan istilah the fourth estate.

Kedua, munculnya berbagai permasalahan etika dan
hukum pers. Meski pun memiliki peranan yang sangat strategis,
namun pers bukan tanpa dinamika. Karena persoalan etika dan

hukum pers mengemuka dalam berbagai peristiwa. Bahwa pers
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nasional masih terus mengedukasi dirinya sendiri untuk semakin
piawai dan profesional dalam menjalankan roda profesi sesuai
rambu-rambu etika dan hukum pers itu sendiri. Dewan Pers
mencatat kasus yang dilaporkan ke lembaga ini di tahun 2022
sekitar 691 kasus. Angka ini tercatat mengalami peningkatan
dibanding dengan tahun 2021.

Jadi meskipun pers nasional memiliki peran yang penting,
bersamaan dengan itu pers juga mengalami masalah dalam
dirinya. Karena itulah permasalahan ini menjadi menarik. Buku
yang diterbitkan dari penelitian yang didanai dari Dana Internal
Yayasan Universitas Medan Area (DIYA UMA) ini mencoba
menguraikan masalah etika dan hukum pers tersebut.

Semoga buku ini dapat memberikan suatu perspektif yang
lebar dalam melihat persoalan etika dan hukum pers ini.
Selebihnya semoga buku ini dapat memberi sumbangan bagi
perkembangan ilmu pengetahuan dan tentunya juga bagi
perkembangan dunia jurnalistik di tanah air. Tak lupa terima
kasih kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya buku
ini.

Medan, Januari 2024

Tim Penyusun
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